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KEPALA DESA GATTARENG MATINGGI
KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS

PERATURAN DESA GATTARENG MATINGGI
NOMOR  1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GATTARENG MATINGGI

Menimbang	:	a. 	Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1)  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ,Kepala Desa Menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023;
		b.	Bahwa Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) Tahun Anggaran 2023 Sebagai Mana dimaksud hurup a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
		c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Laporan PertanggungJawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 ):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor ……. Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 115 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 115);
18. Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 93), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 116 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 117);
19. Peraturan Bupati Maros Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 154 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 154);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 119);
22. [bookmark: _Hlk62198588]Peraturan Bupati Maros Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 132);
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 161 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Biaya Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Desa Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 124);
24. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama Desa di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 79 );
25. Peraturan Desa Gattareng Matinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian/Pembentukan BUM Desa Gattareng Matinggi (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor  6);
26. Peraturan Desa Gattareng Matinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gattareng Matinggi Tahun 2019-2025(Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5 );
27. Peraturan Desa Gattaeng Matinggi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Gattareng Matinggi (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5 );
28. Peraturan Desa Gattareng Matinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gattareng Matinggi Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor  4 ).



Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GATTARENG MATINGGI 
Dan
KEPALA DESA GATTARENG MATINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN   PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GATTARENG MATINGGI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

[bookmark: _GoBack]Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa				Rp 
2. Pendapatan Transfer				Rp 1.727,211,000
3. Pendapatan Lain-Lain				Rp      16,884,603
Jumlah Pendapatan				Rp.1,744,095,603
		2.    Belanja 
			1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.   574.454.624
			2. Bidang Pembangunan			Rp.   431.503,200
			3. Bidang Pembinaan Masyarakat		RP.     48.634.000
			4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.   191.928.200
			5. Bidang Penanggulangan Bencana dan 
			    Mendesak dan keadaan darurat		Rp.  334.800.000	

				Jumlah Belanja				Rp.1.586.966.904
				Surplus/Defisit				Rp.     21.531.683
4. Pembiayaan Desa		 
a. Penerimaan Pembiayaan 			Rp. 21.531.683 
b. Pengeluaran Pembiayaan 			Rp.           0.00     
Selisih Pembiayaan (a-b)			Rp. 21.531,683


Pasal 2

Uraian lebih lanjut hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
a. Lampiran 1	: Laporan pertanggungjawaban Realissi                 pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022
b. Lampiran	: Laporan Kekayaan Desa Milik Desa
c. Lampiran	: Lampiran Aset Desa

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan  pelaksanaan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa dan Berita Desa oleh sekertaris Desa;

Ditetapkan di Gattareng Matinggi
pada tanggal 17 Januari 2022      
                                                    KEPALA DESA GATTARENG MATINGGI



SUKRIANI


Diundangkan di Gattareng Matinggi
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DESA GATTARENG MATINGGI 



DARWIS
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